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ABSTRAK

Penelitian hukum perlindungan hukum penghayat kepercayaan dalam administrasi
kependudukan (analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 97/PUU-X1V/2016)
berfokus pada dua rumusan masalah. Pertama membahas tentang apa aturan dan
konsep perlindungan penghayat kepercayaan dalam sistem hukum administrasi
kependudukan dan kedua membahas bagaimana putusan mahkamah konstitusi
tersebut ditinjau dari pendekatan hak asasi manusia.

Indonesia adalah negara dengan pluralitas yang tinggi baik dari suku, bahasa,
sampal dengan agama manapun kepercayaan yang dianut tiap-tiap warganya.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar
konstitusional Negara Republik Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap
warga negaranya untuk memeluk agama atau kepercayaan sesuai yang diyakini
tiap-tiap mereka. Tersirat dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS
Tahun 1965 bahwa agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia adalah Islam,
Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong hu cu. Hal ini seakan menjadi sebuah
acuan bahwa agama diakui di Indonesia hanyalah enam agama tersebut,
sedangkan jauh sebelum datangnya agama di Indonesia sudah ada kepercayaan-
kepercayaan yang diyakini berbagai masyarakat di seluruh penjuru nusantara yang
sejatinya turunan dari nenek moyang mereka. Dari dua hal tersebut dapat dilihat
adanya kesenjangan akan perlakuan negara terhadap agama dan kepercayaan.
Kesenjangan ini semakin tampak setelah adanya pasal Undang-Undang
Administrasi Kependudukan yang memberi tanda strip (-) kepada pemeluk agama
atau kepercayaan selain enam agama diatas walaupun tetap dicatat dan dilayani dj
kantor pencatatan. Sampai pada tahun 2016 kelompok penghayat kepercayaan
menggugat Undang-Undang  Administrasi Kependudukan ke Mahkamah

Konstitusi untuk memperjuangkan kesetaraan akan pengakuan negara terhadap
kepercayaannya.
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